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edia elektronik yang dilakukamydalam lingkup dunia
gan cybercrime sangat marak terjae
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A katan
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informasi yag
keuntungan

e

‘ ransaksi ’
atan dengan sengaja dan tanpa h a
ah Yang mengakibatkan kerugia
(2) Pertanggingjawaban dari pelaku

(1) UU ITE ‘iz

uan terhadap pelanggarag

Kata kunci : Pengaturan
tindak pidana penipuan



Xi

ABSTRACT
FRAUD USING ELECTRONIC MEDIA IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

BY:
VICKY SUYADIN
617110099
RODLIYAH
UFRAN

Fraud through electronic media th "'- . out in cyberspace called cybercrime i
very prevalent with the -,j‘ correct information and aims to deceive for profit.
This study aims to dete mi the form oflegalne .r‘ on and accountability of the
perpetratorsofthxs .ctron c-based&aud.lnsason native legal research that
uses both a sta ’- and a conceptual approach. The approz £ andtoolsemployed
mtlusstudyto Iegalmatenalswere" - d the analysis of legal

documents was done using descriptive alitative s result of the study
are (1) Regulations concerning cri I line v using electronic
media is regulated in Article 28 paragraph (1) 95)4 Number 19 of l6concemmg
Amendments to Law Number mofzooa concerning Information and Electronic
Transactions ITE), na-—-wn p and without rights spreads
false and m eadmgnewsthat}ultun melctmxsacnons
and. (2) Unde the requirements of ITE, fraud
perpetrators i‘\ violate Article 28 | ¥ face a maximum
sentence of Six years in prison nishment of Rp.
l,000.000.000. (one billion rupiah).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya era teknologi informasi didorong oleh globalisasi. Kejadian
ini akhirnya menjadi penyebab yang mempercepat pertumbuhan teknologi

informasi yang melanda dunia. Bul@f,saja negara-negara maju, akan tetapi

juga negara-negara d#€rkemiyz ’ pertumbuhan  teknologi

asimilemainkan peran

pembangunan negara di sel uh dunia.!

Akibat perkembangan tersebu‘ te hsecara
l

""""

//"' \\a
terjadisangat cepat. Teknologi'i nfol}“ at i

ghidupan namun terdapat Jug‘

i, pada kemakmura‘majuan, dan peningka

positif

2 karena

tersebut, ruang
lingkup hukum perlu diperluas untuk mencakup perbuatan-perbuatan
tersebut.?

Pesatnya perkembangan teknologi internet juga telah melahirkan

kejahatan-kejahatan baru di bidang ini, antara lain manipulasi data, spionase,

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan
2Celah Hukumnya, PT Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2013), hal 1.
Ibid, hal. 2.



sabotase, provokasi, pencucian uang, peretasan, bahkan penipuan dan
berbagai kejahatan lainnya. Bahkan tingkat kejahatan di Internet
(cybercrime) sulit dikendalikan karena tidak terlacak oleh kemampuan
pemerintah yang masih kurang mumpuni dalam penegakan hukumnya.

Hadirnya kasus cybercrime di Indonesia menimbulkan ancaman terhadap

ap”muka atau mengenal ter ebl dahu o' iapa kita b

ol b
babkan banyak pelu'%~§\\‘ "{/@m

ipuan. Situs

|v penipuan

l*kelemaha aternet

ti
inte

) ini, tentu saja merugikan par
ptian  melalui medﬁektronik (Internet) tapfpaknya sudah
menjadi hal

mrah dalam mengejar keuntungan nologi internet

adalah alat utama dalal ahatan penipuan ini. Para
pelaku semakin banyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia, dikarenakan
keuntungan yang bisa capai pelaku sangat tinggi dan mengakibatkan kerugian
terhadap korbannya. Dengan pengetahuan mendalam tentang Internet, pelaku

menggunakan keterampilan tersebut untuk melakukan kejahatan mereka.

3Ibid, hal. 3.



Kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri tampaknya
tidak menjadi masalah bagi para pelaku kegiatan kriminal melalui Internet.
Ancaman hukuman dari aturan yang berlaku hanya menjadi jaminan bagi
konsumen, tetapi pelaku tidak peduli dan mengesampingkan akan hal

tersebut.*

Indonesi@ yang terjadi di kotaTanggeranie n.°

Polda Metro Jaya AKBP He‘"naw : MUng jawab ahatan
\\\t\ 'u//}w
laki-s mi“jengan intefne
.

, tak D¢
maya, mengatakan '§i§>&, o
ﬁ%\/ W)
asing , e ,'?Hah-?@slola*egi untuk
P

iki jaringan yang

2
W

"
orang da@ membimbing merek untlm mengikuti

menggunakan akun Facebe ansjejaring ain yang tersedia di Internet
untuk melakukan transaksi. Dua orang asing (WNA) datang ke Indonesia

dengan visa sebagai pengusaha. Sedangkan tersangka lainnya, Warga Negara

*Alfando Mario Rumampuk, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan
Hukum Yang Berlaku Di Indonesia ’Lex Crimen Vol. IV, no. 3 (2015) hal. 30.
5Maskun, Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2013) hal 82.



Indonesia (WNI), bertindak sebagai perantara yang bertugas meyakinkan
pembeli.°
Selama tahun 2019, Polri menerima sejumlah laporan terkait tindak

pidana. Berdasarkan hasil pendataan, tindak pidana yang terjadi selama tahun

2019 adalah tindak pidana penipuan. Polri menerima 1.617 pengaduan terkait

Banyak media ya

a\ lain:email, medlaa{( tere'ko" : i la
?": A #
email selama tahun 201 Julah la polisi deng:

encapai 144 miliar rupiah

I pesan yang dikirimkan
kepada cukup korban beragam, ada yang berpura-pura menawarkan hadiah,
menawarkan pekerjaan, bahkan berpura-pura sebagai layanan pelanggan dari

layanan aplikasi populer. Ketidak hati-hatian korban dimanfaatkan sebagai

®Ibid, hal. 83.

! https://patrolisiber.id/news/tren-kejahatan-siber-2019-penipuan-menempati-posisi-teratas, Akses
Pada Tanggal 03 Februari 2021 Pukul 14.58.



https://patrolisiber.id/news/tren-kejahatan-siber-2019-penipuan-menempati-posisi-teratas

celah untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya uang,
pelaku juga bisa mengambil sejumlah informasi milik korban yang digunakan
kembali untuk kejahatan pribadi lainnya.?

Ditinjau dari jumlah kerugiannya, modus penipuan via situs berada di

urutan kedua dengan jumlah kerugian mencapai lebih dari 73 miliar rupiah .

Polri mendapat 35 Iap

\\\ 'u/
cenderung banyak, n@

ilaporkan cehderung

f/
al ini, mod
{

/'c v\\

Pelaku dalam kesaksia ya

nggunaka
). Rekayasa sosial merupakMampulasi psi

korban percayawa la berada dalam sityé

yang

berhasil mendapatkan informasi korban dan membuat korban percaya, maka
mereka akan menanyakan one time password (OTP) yang masuk di ponsel
korban saat terjadi perubahan informasi di akun korban. Kebanyakan, korban

secara langsung memberikan kode tersebut kepada pelaku. Pelaku berhasil

& Ibid.
% Ibid.



mengambil alih akun korban, pelaku akan langsung mengambil seluruh saldo
yang dikonversikan dalam berbagai bentuk, seperti pulsa, pakaian, gadget,
dan lain-lain. Hasil konversi itu dijual kembali oleh pelaku untuk
mendapatkan sejumlah uang.'°

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat mengingatkan

ukur yagg Jegal dan rasional atas keunturT ?g ditawarkan.

erdapat dugaan tln\ 'dana p
i\

'"//@,onn% iafaglikasi

pe

lan mata uang rupmh&&)

Kasus yang menawark online dengan dijanjikan
keuntungan yang relatif besar telah menipu banyak orang, terhitung dari
kalangan dengan ekonomi menengah. Data perusahaan yang dinyatakan

ilegal oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi terdapat lebih dari

10 hid.

11https://m.merdeka.com/uang/endus-investasi-bodong-di-ntb-ojk-imbau-masyarakat-tak-tergiur-
keuntungan-besar.html, Akses Pada Tanggal 03 Februari 2021 Pukul 15.19.



1.800 perusahaan, baik online maupun offline, Sementara dari data OJK
hanya 140 perusahaan yang terdaftar.'?

Secara umum, peraturan aktivitas kriminal penipuan termasuk dalam
378 KUHP. Pasal ini tidak secara khusus mengatur penipuan di Internet,

tetapi pada dasarnya mengatur penipuan secara keseluruhan. Secara khusus,

tindak pidana terkait informasi dan aksi elektronik diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 T, 008 tentang Informa Transaksi Elektronik,

W
secara eksplisit ﬁ&ﬁﬁg

o)

i Elektronik. Inilah yang d‘
\\}\1‘

x

. 2
paran berita bohon yaﬁ t, Mel
X 7/5?' v\%
mt dek tde»’

[
&%

yat (1) yang cenderurig san

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Penipuan dengan Memanfaatkan Media

Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana”

2 |bid

13 Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” Jurnal
Ekonomi Syariah,Vol 3 No 2, Juli-Desember 2019: hal 105

™ Ibid. hal. 106



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pengaturan mengenai tindak pidana penipuan lewat

media elektronik?

awaban pelaku penipuan dengan

ewat medlaelektronu//' g

/”' ‘\“
iuk mengetahui  be m

pengetahuan, memberikan wawasan Kkhususnya kepada penulis dan
umumnya bagi para mahasiswa mengenai tindak pidana penipuan
melalui media elektronik.

b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat

terutama pengguna media elektronik untuk dapat lebih waspada dalam



bertransaksi melalui media elektronik dan diharapkan dapat memberi

masukan kepada aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus

penipuan dengan memanfaatkan media elektronik.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai pemahaman terkait arti tindak pidana bisa jadi sulit

dipahami bagi sebagian orangg(ereka yang tidak memiliki kapasitas

hukum). Istilah kej

dari kata

strafh@iaffeit akhirnya diterjemahkanf alam bahasa IntloResia. Para
afa Indonesia telah menggunakan fr w tindak pidaqa ik,

N ’\\v\ hy . .
tindak pidana untul«a&@ydmg fb it. Berbagai
x

50 g

pafbaarfeit, menurut literatur hukum pidagasoeljatno. Istilah

-

Indang dan peraturan

£ 4]

ndefinisikan apa yangr@}fﬁ@a#it Beberaps

kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

3) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah yang terdapat dalam Undang-
Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie

tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.

Blsmu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Kencana, 2014), hal. 36.
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4) Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai macam undang-

undang, misalnya:

a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan

umum

b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Peradila K Pidana Ekonomi.

geén Nomor 4 Tahun antang Kewajiban Kerja

rangka pemasyarakatan bagl,, tekpidana karena

akukan tindak pidana yang ?an kejahatan.
Menurut Tongat, Rengguhaan ' pUtwpada

numnya tidak menjadl
tahU| maknanya. A

Ada perbedaan n apa yang/ disebut
ak pidana, tetapi pendapat” dtal yang
am dengan pidana. Menurut arafl adalah

serafgan atau ancaman terhadap hak or, 5immons
adal@hysuatu perbuatan yang mela maupun
tidakly \dan dilakukan oI seseorang yang aty’ dimintai

itu adalah
perbuatan yang
(sanksi) tindak

secara hukum. Seola

gjawaban dan d|

pidanaterh D me
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Setidaknya terdapat dua pandangan, ini dapat dibedakan. Artinya,
(1) dari sudut pandang teoretis. (2) Dari segi hukum. Metode teoritis
didasarkan pada pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bahasa.

Sedangkan perspektif hukum berkaitan dengan bagaimana unsur pidana

18 Ibid, hal. 37
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dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan
dengan tindak pidana tertentu.
1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;

put, tetapi tidak lepas dari manusi

: \\\t‘ 'M///
uman memperjelas .Vf;p.ﬁﬁ W

P/

kan suatu perbuatan pld

a m ruiﬁlal yang térgisah dari

pendertian tindak pidana.*’

c¢) Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga, pernyataan bahwa perbuatan itu dapat dipidana,
mengarah pada pemahaman bahwa segala perbuatan yang dilarang selalu

diikuti dengan hukuman (sanksi). Sedangkan menurut Moeljatno, adanya

7 Adami Chazawi, Pelajran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 79..
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kata diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dilakukan dan
karenanya tidak demikian dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat VVos, dapat ditarik unsur-unsur
tindak pidana adalah:®

a) Kelakuan manusia;

b) Diancam dengan pidana;

Dengan kata lain, hukum pi

d*#lah perbuatan hag

diperbolehkan oleh kr“ dlkrm i, dan dih
\\1 h’ >

um. Unsur-unsur te

‘.

eJahatan, tetapi sema

\

ang ada.

’\
//" "\\ ’
Dari batasan yang dibuat Jonker #
nsur-unsur tindak pidana ”

c) Kesalahn (yang dila gedapat);
d) Dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara

panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Kelakuan (orang yang);

181hid, hal 80.
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b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c¢) Diancam dengan hukuman;

d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);

e) Dipersalahkan/kesalahan.

Rincian ketiga rumusan di atas tampak berbeda, tetapi ada

kesamaan yang signifikan. Arti sahkan unsur-unsur yang
berhubungan dengah peTilaku dari unsur-unstisyarg berhubungan dengan

at atau

T

elawan hukum (onrech atln
akukan dengan kesalahan (meM rband staand

gkeingsvatoaar

Diancam dengan pldar%?

dak pidana tertentu yang
termasuk golongan pidana, dan Buku Il yang memuat pelanggaran-
pelanggaran merupakan sumber hukum bagi perumusan tindak pidana.
Tampaknya ada satu faktor yang sering muncul dalam semua rumusan,

yaitu unsur perilaku/perbuatan. Ada beberapa pengecualian, seperti Pasal

hid, hal. 81.
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351 UUD (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-
kadang dimasukkan, meskipun hampir tidak pernah disebutkan dalam
bagian kemampuan bertanggungjawab. Ada juga faktor lain yang lebih,

termasuk yang terkait dengan objek kejahatan serta perilaku yang khusus

untuk rumusan tertentu.

\x\\.\\' '

nsur akibat konstit \\\ X AT

h’l
/////

+

nsur keadaan yan

AR
nsur syarat tambahan/ dapatn
//"l

k) Unsur syarat tamba

Dari 11 unsur tersebut, ada dua unsur yaitu kesalahan dan melawan
hukum. Ini adalah faktor subjektif dan sisanya adalah faktor objektif.
Faktor yang melawan hukum terkadang bisa objektif. Misalnya, pencurian
(362) adalah ilegal karena terjadi tanpa persetujuan atau kehendak

pemiliknya (bertentangan dengan hukum objektif). Kalimat "tanpa
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persetujuan pemerintah” dalam Pasal 251 dan "penggunaan stempel asli
secara tidak sah™ dalam Pasal 253 juga melanggar hukum objektif. Namun,
ada hukum subjektif juga. Misalnya, jika Anda bertujuan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui

penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), atau ancaman

(afdreiging, 369). Demikian dalam penggelapan (372), unsur

Ketika unsur melawan hukum
\\\l‘ ')]//

dlawan hukum, itu bi ifthat.dan.
A

aksi rumusan kejah W‘
PAD T L) 3
Unsur obyektif - semua ”\Q%h
4 /%//" AN 1
a pe ’ ubungan 10

N
a/pelaku, yaitu sega uatan' yan

subyek perbuatan kejahatM

akibat @arisuatu keadaan tert‘ Di sisi lain, semua

uns pjektif terkait atau terkait denga eadaan internal
seseorang.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu

sebagai berikut:?!

2O1bid, hal. 82.
2L pid,hal. 121.
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1) Kejahatan dimuat dalam buku Il dan pelanggaran dimuat dalam buku
I11, berdasarkan dari sistem KUHP.

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil, menurut cara
merumuskannya.

3) Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja,
A

berdasarkan bentuk kesalahafl
4) Tindak pidang#akeif/positif dapat juga disgbut tindak pidana komisi

pasif/negatif, disebut jugastiida

pidana omisi,

glasarkan macam perbuatanny
indak pidana terjadi s etlk1|rian t
\\\l‘ u//
lama atau berlanga@ amafb 'er

jangka waktu terj

-~ ting \d
7"

bernya. m

)dak pidana communia yanngkan oleh sigpa

akypidana propria (d‘jilakukan oleh orang mpé

, dilihat berdasarkan subjek huk

a terjadl dalag

Tindak pidana umﬁﬁ an:, dari

7)

saja, dan

pifiki kualitas

8) Berdasarkan perl® peddlam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9) tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak

pidana yang diperingan, berdasarkan berat ringannya pidana yang

diancam.
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10) Tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana
terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya,

berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

U

11) Dari sudut berapa kali pe an untuk menjadi suatu larangan,

dlak pidana tunggal dandidak pidana berangkai.?

1. Pengértian Tindak Pidana penipuart

penipuan diambil dari kata,tipu. n* las
\\\l‘ﬂh"[/// ‘

Satkafy . fagpipu
-— pyf/ Yo {

EN E:j\
gikan orang lain J@(@
i /e

kan setiapwiing

perkataan yang untungkan,

ni[* adalah tinda

bu*at dikenaif s
I’!enipuan

perbagai  bentuk, baik berw‘ a bohong malipin dalam

I(Ffﬂ a\\§

erjelas ba

san penipuan di atas m

keuntungan sifatnya abe hisElYyasime an orang lain dari posisi
jabatannya.

Berdasarkan dengan teori hukum pidana terkait penipuan, kita
perlu memperhitungkan dua aspek: pemahaman bahasa dan pemahaman

hukum. Penjelasannya adalah sebagai berikut:?

22Widjajono Moestadjab, "Waspadalah Penipuan Di Sekitar Anda" (Graha Mandiri Prakasa.
2019), hal. 92
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a. Menurut pengertian bahasa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu
merupakan kecoh, daya upaya, perbuatan dan perkataan yang tidak
jujur, tipu muslihat, curang, atau kata-kata (berbohong, mengutak-atik,

dsb) dengan tujuan menyesatkan, menipu, atau mengambil untung.

Perbuatan jenis penipuan, a asus penipuan, artinya ada dua atau

lebih dari d 0 dlala penipuan tersebut.

isebut korban. F

"bohong, ataONIMhea
ep 3

%an keuntu

grang yang dibohongi atau diti

didefinisikan sebagai tindakan

it *
ang bertujuan menip@\\um:{{/ "
S “W g

w =3

pidana, istilah
sehingga dapat
dihukum.?*
Pasal 378 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak,

mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan

23 Aswan, “Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik” (Guepedia , 2019) hal. 27.
24, .
Ibid, hal. 28.
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tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain
untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian
hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan
penipuan,dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat

tahun” Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo

merumuskan sebagai berikut:

atau menghapuskan piutang. ‘
b) Maksud bujukan itu a Th %

x da‘, yu 'Jntungkan d gndiri
atau orang Iainﬁ@a\}%ﬂ@%{/% “

-

c) Membujuknya-i

= S g
1) Nama pals 7 e}tﬁaﬁ
[

(0
[//7 [N
2) Akal cerdik (tipu muslihat) atau

3) Karangan perkataan bw

bujuk merupakanﬂ)uat pengaruh dengan kélig

an kepada

mengetahui kebenarannya dari perbuatan itu, maka pasti perbuatan
tersebut tidak akan dilakukan.
3) Adapun barang tidak disebutkan batasan, bahwa barang itu harus

merupakan milik orang lain, sehingga bisa untuk meyakinkan orang
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untuk menyerahkan barang tersebut termasuk bisa disebut penipuan,
asal faktor dan unsur-unsur lain terpenuhi

4) Sama halnya juga seperti pencurian, jika penipuan dilakukan dalam
lingkup kekeluargaan maka akan tetap berlaku peraturan yang

tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

2. Unsur-unsur Penipuan

2%

=

upaya a
i
Memakai nama palsu; m ’
emakai kedudukan palsu, ‘,
dmakai tipu muslihl

Dengan menggunak

d. Dengan maksud | pediT sendiri atau orang lain
dengan membawa hukum.
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno

adalah sebagai berikut :*’

|bid,hal. 31.
26 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Sulawesi Selatan, 2014, hal. 135.
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Surakarta, 2015, hal. 70.
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a. Bertujuan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
menggunakan hukum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan
menurut Moeljatno adalah sebagai berikut

b. Seseorang telah diyakinkan atau dipengaruhi untuk memberikan

sesuatu, baik barang, berhutang atau menghapus piutang. Barang

ik

tersebut diserahkan oleh pem epada penipu, barang tersebut tidak

memanfaatkan celah huk

tuk nmrugik n
il
Mibdl
- //ﬂ
P "'I< :
M’%ﬁ&}

Si penipu harus memperdaya si korba al” tersebut

dalam Pasal 378 KUHP ‘,

. Penyerahan baran

Nama palsu atau nama samaran adalah nama yang berbeda dari
nama asli tetapi tidak signifikan, seperti seseorang yang bernama asli
Aris tetapi sebenarnya adalah orang lain, yang tujuannya untuk menipu

karena hanya yang bernama Aris yang akan dipercaya untuk

28 1hid,hal. 73.
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menawarkan sesuatu barang-barang. Untuk mendapatkan barang
tersebut, pelaku mengubah identitasnya dari Ari menjadi Aris atau
berpura-pura menjadi orang lain. Namun, jika penipu menggunakan
nama orang lain yang identik dengan namanya sendiri, dia tidak

dianggap menggunakan identitas palsu, tetapi dia tetap bertanggung

jawab.

g an kuasa sebagai
'\\

=
i \men kan barang ke
b// ! “3\

ang diketahuinya se akilan aan P, daf ko tidak

engetahui

hal ini, X akan

kan penipuan.

pu membuat gambaran
tentang apa yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga  dapat
menipu orang yang biasanya berhati-hati.
h. Menggunakan rangkain kata-kata bohong
Kebohongan begitu kompleks sehingga tampak benar dan tidak

mudah ditemukan letak tipu muslihatnya. Trik penipu pasti sesuatu
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yang bisa menipu orang dengan pengetahuan umum (wajar). Karena itu,
selain kelicikan si penipu, penipu perlu memperhatikan kondisi orang
yang akan ditipu. Untuk kejahatan apapun, trik yang digunakan sangat
dekat dengan kebenaran sehingga seseorang harus mempertimbangkan

dan membuktikan bahwa orang yang ditipu dapat memahami bahwa dia

mempercayainya. Kebohong a tidak cukup untuk membuktikan

agar orang bisa percaya terh

a* ﬁohongan tersebt
nis-Jenis Tindak Pidana enlpm
\\\t 'u/
1 a u Il Bab XX
.

'—’d

Tindak pidana p

3-395 KUHP. Pas

'\
dak pidana penipuan% UHPy
/ & \'
1. lak pidana penipuan’ be po ok

379 KUHP.

3. Tindak pidana terkait membeli barang akan tetapi tidak membayar
lunas harganya, Terdapat dalam Pasal 379a KUHP.

4. Memalsukan nama dan tanda tangan seseorang yang memiliki hak cipta

adalah kejahatan. Pasal ini ditulis bukan untuk menjaga hak cipta

29 Aswan, Op., Cit., hal. 40
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seseorang, tetapi untuk melindungi konsumen dari tindakan penipuan
oleh orang-orang tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 380
KUHP ayat 1-2.

5. Tindak penipuan pada pertanggungan atau perasuransian, dimuat dalam

Pasal 381 KUHP.

an? Pasal 382 bis KUHP ‘

ol Y

herapa.
N

dak pidana penipuan |

T

wlentang tid

A4

Tindak pidana penip%'" al-beli &
& \“\\

835 KUHP mengatur téntangi'stellion

jipuan yang menyangkut tana
11.

12.

13. Tindak penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang, Pasal
388 KUHP

14. Tindak penipuan terhadap batas pekarangan, Pasal 389 KUHP

15. Tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga

barang-barang kebutuhan menjadi naik Pasal 390 KUHP,



16.

17.

18.

C. Kejahats

1. Peng@eftian Cyber Crime ‘,

26

Tindak penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang
surat berharga, Pasal 391 KUHP
Tindak penipuan dalam penyusunan neraca palsu, Pasal 392 KUHP

Tindak penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merek atas barang

dagangan, Pasal 393 KUHP

bahkan hukuman tambahaw pelanggaran peRipuan ini,

gltu pengumuman putusan halm’n wm dan pemeéeatan,dari
/)

\\‘r:qa: f%%/ep)%ng ntul fE{Erapa

ak melakukan peke'q@.

2.7 % S
>V

Siber (Cyber Crim

alla masa awalnya, &crime didefinisikan sebagéi kejahatan

Law Commission, adalah

"setiap manipulasi komputer dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan

itikad buruk untuk mendapatkan uang, barang, atau manfaat lain, atau

untuk menyakiti orang lain." Kejahatan komputer dibagi menjadi dua

kategori oleh Mandell yaitu :
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a. Penggunaan komputer dalam melakukan penipuan, pencurian atau
penyembunyian dengan maksud mendapatkan uang, keuntungan
komersial, properti, atau layanan
b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat

keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. *

Platform teknologi i seperti internet, telah mampu

menggeser pandap@an i eatdng kejahatan komputer

plite *teknologl jarihgap internet
méke semakin banyak oran yan men ' sep cyber ang

\\\t "l//

udian diperluas m
rahat ka

dilakukan di fdunia

batnya, kejahatan te /
anfhanya karena kompone a, tetapi

dunia yang diselidiki theknologi infq

Cyber crime, Oalam,a aS™me pada setiap kejahatan yang
melibatkan sistem komputer. Selain itu, sistem informasi yang digunakan

untuk menyampaikan atau bertukar informasi dengan pihak lain.*

%0 Budi Suhariyanto,Op., Cit., hal. 10.
31bid,hal. 11.
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2. Karakteristik Cyber Crime
Penjahat dunia maya adalah orang yang menguasai penggunaan
Internet dan aplikasinya, atau profesional di industrinya, kejahatan
teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan white colour

crime. Karena kejahatan ini sering melintasi perbatasan nasional dan

internasional, kejahatan dunia_pi@y@smemiliki dua standar kriminal yang

berbeda kejahatap e colour crime ejahatan  transnasional.

ﬂﬂl//e IS

=% NS
indakan dilakukan

e
P

t@rsambung ke jaringan internet

informasi) yang cenderung lebih _besari dari pada dengan

kejahatan konvension
d. Pelakunya merupakan orang yang menguasai media internet beserta
aplikasinya.
e. Tindakan tersebut cukup banyak dilakukan secara transnasional atau

lintas batas negara.

21hid, .hal. 13.
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3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime
Kejahatan komputer dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Kejahatan terkait data atau informasi komputer.
b. Kejahatan terkait software atau program komputer.

c. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang

tidak sesuai dengan tujuan pesGelalaan atau operasinya.

ncar ua' rnet juga tida

\\‘quf'"/

Selain bisa berguna

fogram Pay To

Misalnya, seseorang meMwaran untuk he

program ini adalak a1 : peffkan syarat kepada Anda,
untuk harus mengumpulkan sejumlah poin (misalnya $100) agar dana
yang mereka janjikan bisa dicairkan. Pada kenyataannya, poin yang

Anda dapatkan tidak akan pernah mencapai jumlah itu. Sebaiknya

**bid, hal. 14.
3 Widjajono Moestadjab, Op., Cit., hal. 89.
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jangan berpartisipasi dalam program ini atau berkonsultasi dengan
forum yang membahas program tersebut.
2) Penyedia Layanan Email Palsu
Misalnya, jika seseorang secara anonim menerima email yang

berisi tawaran iklan bahwa seseorang akan memiliki layanan email
hebat tanpa batas kapasi dapat mendaftar untuk
menerima do sfingatan, jika Anda Megndikuti dan menggunakan

palsu. hati-hati jangan men

"// ’ ‘mall yang

dak terpercaya. Gungn ‘T hoo , at
N\t
l&mWE

terpercaya untuk m

Seringkali meh 7 ai*isi: "
: 7 PN ey
ian tmrhadl h". ’ ari Yahod

yang lain. Jangan cepat pe

elah memenangkan un

ada email seperti, lakukan cek ulang dengan menghubungi sumber

pemberi berita melalui saluran yang resmi dan benar. Kalau dari
Yahoo atau Microsoft, harus kontak kepada mereka untuk mengecek
kebenaran berita hadiah itu. Sebab bisa saja penipu mengaku-ngaku

dari dari Yahoo atau dari mana saja, agar calon korban percaya.
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4) Bisnis Palsu
Penipu menggunakan semacam bisnis MLM, dimana
seseorang harus mencari member baru. Contoh seperti bisnis investasi
bodong yang lebih mirip seperti permainan uang. Rasanya tak ada

cara yang super mudah untuk mendapatkan uang yang halal. Selidiki

terlebih dahulu penyelenggdta®™aisnis ini dan konsultasikan kepada

yang berwenap@ atdl ahlinya.

Sering disebut sebagai chw letter. Bila Al

riman email dengan penawaran hadiah berlip
\\\l‘ ')]5%1
. G ap

5)

Anda meneruskan el&,

Namun Anda har

=
email tersebut. Ka% ﬂdz'af
r///lo A
a belu

2ngeluarkan uang d

6) Phising
Phising merupakan teknik penipuan agar bisa mencuri

password anda atau informasi akun pribadi. Pelaku phising banyak
menciptakan website palsu yg seperti wujud aslinya, sebagai

akibatnya korban yang kurang mengetahui hal tersebut kemudian
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memasukan nomor rekening & password pada website palsu (penipu).
Hindari menggunakan terkait penawaran ini.
Email Palsu

Anda akan mendapatkan email seakan-akan dari Yahoo

Administrators, Admin e Gold, Paypal, dan perusahaan lainnya. Anda

harus mendaftar untuk validési'data, sesuai dengan email. Anda akan

®1bid,hal. 92.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

Hukum Normatif. Penelitian hukumgnormatif yang meneliti dan menelaah

bahan pustaka, atau aka itian hukum normatif disebut
Tk kepustakaan, penelitiar i dilakukan untuk

J
N S

w

C

-

Pendekatan undang-u.
analisis semua undang-undang d

su hukum yang sedang di ngam.
paRdangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menjadi pijakan untuk

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

3 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, cv,
cetakan kesatu, Bandung, 2017, hal. 66.
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konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi.’
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
i ap” buKum yang bersifat Oteitatif artinya mempunyai

pahan hukum primer terdiri =:. dang-undangan,

atatan resmi atau risalah dalwbuatan perunda

4\&\\“\\'

Undang-Undang Das%

L r
Undang-Undang Nonﬁ “Tah
R

//"
dang-Undang Nomo mahun 201

dang-Undang Nomor 11 'IM

yaitu semua Pk yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

teks, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait dengan penelitian ini.

3 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hal. 82.
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3. Bahan Hukum Tersier
yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus
hukum, dan kamus bahasa Indonesia.*®

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengump gahan hukum yang penulis gunakan

dalam penelitian ini gfalah studi pustaka. StudispUstaka yaitu suatu teknik

!u/// “

' , ‘d@%— s
Berdasarkan data ‘ %@h ;*sun mengg
‘
metodely feskriptif kualitatif Iamm men anall’!ta yang Ya@

an kesimpulan dan saran ‘t 3

38Ishaq, Op., Cit., hal. 68.



